KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONQOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas
program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Desa; '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495|;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kelearantinnan Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Uneanp-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kehijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19] dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6327);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang
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an Keuangarl

0 tentan Kebijak
e - Untuk

gistern Keuangan
Corona Virus Disease 2019
hahayakan Perekonomian
Keuangan (Lembaran
2020 Nomor B7,
Indonesia

Nomeor 1 Tahui
Negara dan Stabilitas
FPenanganan Pandemi

(COVID-19) Dan/Atau Mem
Nasional Dan/Atau Stabilitas
Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 6485);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Da_la.n.l Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun

2018 Nomor 34);
Peraturan Ment
2014 tentang Pedoman Tekni
Negara Republik In donesia Tah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Ta.h’:lﬂ
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);
Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
ﬁ::md;:puifiﬁfﬂ}’aén Masyarakat Desa (Berita
Peraturan Menteriﬁne;la e s
s B K esa,. Pemblangﬂnan Daerah
8 Tahun 2,022 tentajmgfas.l Republik Indonesia Nomor
g Prioritas Penggunaan Dana Desa

eri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
o Peraturan Desa (Berita

un 2014 Nomor 2091);
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Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
omor 960);
iiﬁitr::mn Menteri  Desa, Pembangunan _ Daerah
Tertinggal, dan rransmigrasi Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pedoman
Ketnhanan Pangan i Dean;
peraiuran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 20]3'
tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan KEPE}E‘- Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaal.n
Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 1) sebagaimana telah diubgh dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
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(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2018 tentang Penctapan Desa  (Lembaran
Dacrah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2011 Nomor 31);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
(Berita Daerah Xabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 65);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 Nomor 73);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobe Tahun 2016 Nomor 25);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobe Tahun 2016 Nomor 28);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Menetapkan
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Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025
(Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO

dan
KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA BUMIROSO TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

1
. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

2
3.
4

Desa adalah Desa Bumiroso.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
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adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memilili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
dan/atau hak tradisional yang

pemerintahan Negara Kesatuan

selanjutnya disebut Desa,

Urusan pemerintahan,
prakarsa masyaralkat, hal asal usul,
dialui dan dihormati dalam sistem
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Desa meliputi

Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwalilan wilavah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapal tujuan pembangunan desa.
ﬁﬁiiﬂi di P:er:?ia:: ka:izj;h s = HeRgshioen
perdesaan yang dikoordinasikan
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oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian

dan keadilan sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahternan masyarakal dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penctapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
s dan

berbapai informasi terkait yang menggambarkan secara jela
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian
dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu] tahun
yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan
Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa vang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



kabupaten /Xota setelah diku rangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
a dalam memberdayakan masyarakat,
lenggarakan

Desa yang

merupakan mitra pemerintah des
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menye

fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2
miroso Tahun 2023 berisi prioritas
kecamatan Watumalang

n, tercantum dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bu
program, kegiatan, dan anggaran desa Bumiroso
kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahu
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2023.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso
29 September 2022
DESA BUMIROSO,

KEPALA DESA
BUMIROSD

Diundangkan di Bumiroso
s g 30 September 2022
LERL DESA BUMIROSO,




RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2023
DESA : PEMERINTAH DESA BUMIRDSO
KECAMATAM :  HECAMATAN WATUMALANG
HABUPATEN/KOTA :  HABUPATEM WDONOSOBROD
PROVINSI :  PROVINEI JAWA TENGAH
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASE PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANZ POLA PELAKSANAAN
(RT/RW FERKIRAAN SASARAN [ WAKTU RENCANA
L JUMLAH SWA | KERIA | PIHAK
BIDANGISUE BIDANG JEMIS KEGLATAN VOLUME PELAHSANAAN SUMBER PELAKSANA K A
ssidocad e ( RUPIAH ) xeLoLa| sAMs |KETIGA RN
1 2 3 4 85 & K a 9 10 11 12 13
©1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Fenyslenggaran Belanja Siltap, Penyediaan Panghasilan Tatap dan Dess Bumirasa 12 Bulan Kepala Desa 12 Bulan 5400000000 | ADD v KASI PEMERINTAHAN
Turjangan dan Oparasional Tunjangen Kepala Desa
Pemerniahan Desa (Maksimal
0% uniuk kegia
Panyediaan Penghasilan Tatap dan Desa Bumiraso 12 bulan Perangkal Desa 12 bailan 247 200 po000 | ADD " KASIPEMERINTAHAN
Tunfangan Parargtat Deaa
Panyadiaan Jaminan Sasial kagl Kapala Dasa Bumimso 12 bulan Kepala Desa dan 12 bulan 18.754 RAOOD | ADO v AT PEMERINTAHAN
Desa dan Pemnghol Ooen Pomngkal Dega
Panyediaan Opeiasional Pamerintah Desa | Dess Bumiroso 1 pokot Kepola Desa dan | 12 bulan 200000000 | DLL v KASIPEMERINTAHAN
(ATH, Honor PKPKD dan PPED, Perangkal Desa
Perlengkapan Perkanioran, pakalan
Diess Buminoso 1 paket Kepata Desa dan 42 bulan 10.400.00000 | PAD " WASI PEVERINTAHAN
Pemangkal Desa
Desa Bumiroso 1 paket Kepala Desa dan 12 bulan 32.588.000,00 ADD e HAS| PEMERINTAHAMN
Porangkal Desa
Panyediaan Tunjangsn BPD Desa Bumireas 12balan | BPD 12 bulan 428200000 | ADD 4 KARIPEMERINTAHAN
Penyedizan Opetasianal BPD (rapat, ATK, | Desa Bumiroso 12 bulan BPD 12 bulan 282000000 | ACD 4 KASI PEVERINTAHAN
Makan Mirum, Periengkapan Parkanioran,
Pataian Beragam, per
Fanyediaan InsentilOpserasional RT/AW Dess Bumirgso 3208 Ketua RT dan AW | 12 bulan 25.020.000.00 | ADD - HAS] PEMERINTAHAN
HAS| PEMERINTAHAN
Adminisiras) Kepandudukan, Peiayanen Admintstiast Umum dan Desa Bumiraso 1pakel | Macyarakal 1 tahun Brasamng) | ADD o
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kapendudukan
Kearsipan
Halaman 1

Prirmuog by Siskoudas




Bacaan Desal Sanggar Bela

Dess Bumioso

BIDANGISUB BIDANGLIENIS KEGIATAN LOKAS|
‘o Reiican PERKIRAAN SABARAN wakTu PRAKIRAAMN EIAYA & SUMBERDAN} POLA PELAKSAMNAAN f
BIDANGISURB BIDANG RENCANA
JENIS KEGIATAN DUSUN ) VOLUME MANFAAT PELAKSANAAN JUMLAH SUMBER swa | KERJA | PIMAK | pepaksANA KEGIATAN
1 - - [ RUPIAH ) KELOLA| SAMA | KETIGA
F
_ 5 B 7 s 9 10 11 j 12 J 13 |
Adminisiras| Kependudukan, Peryusunan/Pendataan/Pemutakhican Desa Burniro: T T |
Pencalalan Sipil, Stalistik dan Prefil Desa (Dipilih i 1pekel | Pamerintah Desa | 1 1ahun 18.975.000.00 | DOS F
Kaatsigan oo (AR | KAS1 PEMERINTAHAN
Pe Analisic Kamiskinan -
sac";:;a::rﬂ:i:al?lms Kemis Desa Desa Bumirosa 1 paket Masyarakal 12 bulan 180000000 | DDE s KAS] BEMERINTAHAN
Tata Prejs Pemerintshan, Fanyelenggarsan Musyawarah ¥ i
Perencanaan, Keuaroan dan Perencanaan DE!&'F‘!E:IJMH AFBDas Desp Bumiroag 1 paket Pamerintsh Desa | 1 iahun 15.240.000,00 | DDS & HAS| PEMERINTAHAN
Palaporan (Regulsr)
P >
L:i':‘ﬁ'; Efﬂﬂ:uT, l::g:::r:; t:.:: Dlesa Bumirose 1paket | Pemerntah Desa | 1 tahun 10.200.000,00 | DDS S 4AS] PEVERINTAHAN
Reguler)
Ponyusunsn Dokumen Perencenaan Desa | Desa Bumi - P
{RPMDeca/RKPDecs dil) i Scasisss tosat: | Pemsrntshiods: | SEulsh 165000009 | AGD v <AS|PEMERINTAHAN
Pengembangan Slstsm Informasi Desa Dwsa Bumirazo 1 paket Mazyarakat 4 tshun 500000000 | DOS v KAS| PENERINTAHAN
Sub Bidang FPertanahan Penentuan/Penegasan’ Pembangunan Desa Bumirosa 1 pakat Pamatintah Desa | 1 bul 4.033.000,00 | BHR I PEVERDR
Batas/Patok Tanah Kas Des (dipiih) k X v WASI REMSTONTAIAN
JUMLAH PER BIDANG 475.258,000.00
02 | BIDANG PELAKSAMNAAN PEMBAN GUNAM DESA
£ub Bidang Pardidikan Penyslenggaran Dega Bumirnso 12 bulan PAULD, T, TPQ, 12 bulan 41 no0.000,00 ooDs =y SAUR LMLV DAN FER
PALDITK/TRATEATPO/Madrasah Madin Desa
sonFormal Millk Desa (Honar, Paksian di) Bumirasa
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikean Bagl Deea Bumloso 1 paket Magyarakal 1 tahun 2.200.000,00 | DD3 o KAUR UNILI DAM PER
Masyarakal
Pemallharaan Sarana Prasarana Desa Bumliroso 1 pakel PALDITETPQM | 2bulan 40.000:00000 | DDS v" KALR LIMUN DAN PER!
PAUDITHIT PATEATRO/Madrasah adin millk Deza
Monformel Milik Desa
Pambangunan/Raehabililasy Peningkatan/Pe | Dasa Bumiroso 1 pakat PF!UDJTKFFPWM 1 bulan 500000000 | DDE o HALUR USIUN DAN PER
ngedaan Sarana/PrasaranalAlet Ferags adin millk desa
PAUDS TRTPATKATPOS
WL FERI
Peambangunan/Rehabiitast Peningkatan Desa Bumbmsoe 1 pakel Parpusiakaan 1 budan 15.000.00000 | OOS " KAUR UMUK DAN
Sarana/Prasarana Perpuslakasn/Taman Wijaya Kustima
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BIDANGISUE BIDANGIJENIS KEGIATAN

LOKAS]

PRAKIRAAN EIAYA & SUMBERDANS

POLA PELAKSANAAN II

Jalan Desa

et PERKIRAAN SASARAN [ WAKTU RENCANA
WA KERJA | PIHAK
JENIS KEGIATAN VOLUME 1 | PELAKSANAAN JUMLAH sumper | S PELAKSANA KEGIATAN
BIDANGISUB BIDANG DUSUN WAL { RUPIAH ) KELOLA| SAMA |KETIGA
z 3 4 5 P 7 8 9 10 11 12 i 13 |f
Suh Bidang Pendidikan Pangelolaan Perpustakaan Milik Desa Desa Bumiman 1pakat | Parpustakasn 12 hulan 20.600.00000 | ODS ' KAUR UMUM DAN PER!
{Pengadaan Buku, Honar, Teman Baca) Wilays Kusuma
Dasa BEumirceo
Sub Bidang Kaachatan Pemyelennoaraan Posyandu (Mkn Desa Bumioso 12 bulan Mesyarakat 12 biilan 38.000.000,00 | DDS v KALIR UMUM DaN PER
Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif (Balta, Lansia,
Ibu Hami)
Feryulunan dan Pelatiban Bidarg Desa Burmiroso 1pakst | Masyarshkal, 2 hulan 3.800.000,00 | DDS v KALR UMUM DAN PER!
Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Tahaga dan
Kesehatan dil] Kadar Kesshalan
Penyelenggaraan Doza Biaga Kesehatan Desa Bumiroso 1 peket Forim Kesahatan | 1 butan 1.750.000,00 | COS ¥ KALR UMUK DAN PER!
Cesa
;nlngasBLh-nKB Bemama slau Blne Kevarga Desa Bumimsa 1 pakat BKEB, BKR, BKL 1 butan 4 E50.00000 | DDS v KALR UMUM DAN PERY
fla (BHE)
Pemslharasn Sarana Prasarana Desa Bumirass 1peket | Pasyandu, PRD 1 butan 10.000.000,00 | DDS v HALIR UMUIM DAN PER!
Posyandu/Polindas/PKD
Fembengunan/Rehabilitasi’Peningkalan/Pe | Desa Bumirose 1 palet Masyarakat 1 bulan 35.000.000.00 | DDS ¥ KAUR UMUM DAN PER
ngadasn Sarana/Pragarana
Posyardw/Polindes/PKD **
Fenyeienggarann FOSBINDU Desa Bumirasa 1 pakal Masyarakat 12 bulan 2.000.000,00 | DDS v KALFR UNUM DAN FER!
Fasilitasi Panyslanpgaraan Ksluarga Desa Bumirosa 1 palkat Masgyarakst 12 bulan £.600,000,00 | DDE v KAUR UMUK DAN PERS
Berarncana melalul Kampung KB{inssntil
FPEEDTH Bina Keluarga Pl
Fembinaan Kader Pembangunan Manusia | Desa Bumlroso 108 KPM, Masyarakat | 12 bulan 2ioooo00 | ops Iy KALR UMUM DAN PER!
(KPH)
Sub Bideng Pekafaan Umum Pembangunan/RehabiflasiFeningkalan'fe | Dusun 1 pakel Masyarakat 1 bulan 53.00000000 | DDS =4 KAUR UMLUM DAN PERI
dan Penalaan Ruang mgemean Jalan Lingkungan Bumltcso
Permukiman (Dipiih)
Fembangunan/RehablliasiPeningkaian Dusun Siwalu 1 paket Masyarakat 1 bulan 35.800.000.00 | DDS v KAUR LIMUG DAN FERI
Prasarana Jalan Desa (Gormng, eelokan dif)
Pembangunan | Rehabildagi Penerangan Desa Bumiress 1 paket M a=yarakat 2 bulan 50.000.000,00 | DOS s KALIR UKMUM DAN PER
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B BIDANG/JENIS KEGIATAN PRAKIRAAN BIAYA & EUMBERDAMN.S FOLA PELAKSANAAN i
BIDANGISU [an::ﬂ PERKIRAAN SASARAN / WAKTY o RRTAA
KD JUMLAH SWA KERJA | PIHAK
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANFAAT PELAKSANAAN SUMBER BELAKSANA KEGIATAN
DUSUN ) { RUPLAH | KELOLA| SAMA | HETIGA
i 2 3 4 5 [ 7 8 a 10 11 " 12 f 1 .]
Sub Bidang Kawazan Dukungan Pelaksangan Program Desa Bumiroso 8 Unit Masyarakal 1 tahun 103.500.000,00 | DDS v KALIR LM LI AN PER/
Frerrukiman Pembanqunan/Retab Rumah Tidak Layak
Hunl GAKIN
Sl Faclaq) KR gmnaryttan Pengelelaan Lingkungan Hidup Millk Desa | Desa Bumimsa 1paketl | Masyarakal 1 tahun 0,000.000.00 | DOS v KAUR UMUM DAN PER
Linghkungan Hidup
Pelnthan/Scsialisasi'PenyulubhanPenyedar | Desa Bumiosa 1 paket Masyamkal { bulan 340000000 | DDS o KALIA ULEUI DAM PER:
anlentang LH dan
Kehutanan (Diplih)
Sub Bldang Pemubungan, Penyelenggaraan Infarmas Publik Desa Desa Bumiroso 1 paket N asyarakat 1 tahin apoo.ocoo00 | DOS + KAUR UL DAN PER:
Homunikasl dan Inforrmalics (Posier, Baliho D)
Pembuastan dan Pengelolasn Desa Bumitcea 1 pakst Masyamakat 1 tahun 13.850.000,00 oos v AL UNUA DAM FER
Jaringandnstala sl Komunikasi dan
Intarmasi Lokal Desa
JUMLAH PER BIDANG A4TE.050.000,00
03 | BIDANG PEMEINAAN KEMASYARAKATAN
Eub Bldapg Ket=ntermaman, Pangadaan/Penyelsnggaien Pos Cesa Bumioso 1 paked Masyarakat 12 buian 1240000000 | PEH o KASIKEERA OAN PELE
Kelertban Limum dan Keamanan Desa
Petindungan Masyaakal
Sub Bidang Kebudayaan dan Panyslenggaran Fastival Kesanian, Dnsa Bumimsn 1 pakel Pamarinleh Does, | 2 bulan 4.800,000,00 | PERH ¥ A5 KESRA DAN PELS
Keapamaan AdavKebudayaan, dan Kegomean (HUT R, Masyarakat
Raya Keagamaan dil}
Sub Bdang Kepemudaan dan Pangiriman Kontingen Kepemudaan & Desa Bumless 9 pakel Kalompok 1 bulan 227500000 | DOS v AT KESTA AN PELA
Olakraga Dlahraga Sabagal Wakil Desa tkt Pemesda dan
KeciKabMota Mahraga
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Cesa Bumloss 4 kall Masyarakat 1 tahian 310000000 | DLL -~ HASI KESRA DAN PELA
Hepemudsan dan Olahraga Millk Desa
Parmbinazan Karanglarunaiub Desa Bumiroso 1 pakst Karangiaruna 1 bulan 20 000.000,00 | DDS v KAS| KESRA DAN PELA
KepemudaaniOlahraga Tingkal Desa
Suty Bldang Helembagaan Pembinaan LKMDLPMLEMD Desa Bumirose 1 paksatl LPMD 1 tahin 200000000 | ADD o WAS| KESRA DAN PELA
Measyarakat
Fembinaan PKK Daca Bumboso 1 pakat TF PEK Desa 12 bulan 15 000,000,300 ADD e KASI|KESRA DAN PELA
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BIDANG/SUB BIDANGIJENIS KEGIATAN LOKAS P . POLA PELAKSAMAAN
: n‘r“; m: PERKIRAAN BASARAN | WAKTU RAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANZ ——
KD
BIDANGISUE BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANFAAT | PELAKSANAAN JUMLAH sumper | SWA | KERJA | PIHAK | pry AKSANA KEGIATA
DUSUN ) { RUPIAH ) keLoLa] sama [kemea| ©F HEDATAY
1 2 3 4 5 8 7 ' 3 10 1" , 12 | 13 Ii
Sub Bidang Kelembagaan Pembinaan KPMWO (Kader Pemberdayaan Desa Bumimss 1 paket KBMD, 1 tahi 500000000 PEP |
Masyaraket Masyarskat Desa} Pl R, 1 v KAS! KESRA DAN PELA
JUMLAH PER BIDANG 63.584.000,00
04 | BIDAMG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Suh Bidang Pertanian das Penirgkatan Produksi Pelsrnakan {alal Desa Buminosn B.000.000.00 1] £
Patemakan produksilpengeialaan/kandarg) ¥ patat e ol 1 Bulan 0o, B3 v KASI HESRA DAN PELS
Masyarakal
Pemelibaraan Saluran irlgasf Dess Burnlross 1 paket [T i tah 1500080000 | DDS 5
TarslatSedarhana 5 mayarakal Ll v KASIKESRA DAN PELA
Palatiran/BimizkPengenalan Tekonalegl Desa Bumioso 1 paked kziom I 2.100.000 DoSs ES
Tepal Gura urtuk Peranan/Pelernakan iz Tsm::at, Lo i ¥ SOREA RN
Masyarakal
Sub Bidang Feningkatan Penhgkeian Kapasias Kepala Desa Desa Bumioss 1 pahet Kepals Dasa 1 tahun 50000000 | DDS ¥4 WAS| KESRA DAN PELS
Kapasitas Aparatur Desa
Peningxalan Kapatitas Fermnghat Desa Desn Bumiraso 1 pakel Perangkat Dasa 1 tulan 5500,000,00 | DDS e KASIKESRA DAN PELA
Paningkatan Kapasitas BPD Desa Bumimnso 1 paket BFD 1 bulan 3600,000,00 | DDS o KAS|MEERA DAN PELA
Sub Bidang Pemberdayzan Palatingn dan Penyuluban Femberdayaan Desa Buminoso 1 pakat Mazyarakat 1 tahun 15.125.000,00 | DD ¥ HASI KESAA DAN PEL2
Pemmpuan, Perlindungan Anak | Peremplan
dan Keluarge
Pelathan dan Penyuluhan Perindungsn Desa Bumircso 1 pakst Masyarakal 1 tahun BASD000,00 | DDS v HASI KESRA DAN PELA
Ansk
Pelalihan dan Pengusian Penyandang Dasa Bumlroso 1 pakm Masynrakat, 1 hulan 340000000 | DDS o KASIKESRA DAN PELA
Difable (Penyandang Disablifas) Ditabel
Sub Bidang Perdagangan dan Pembangunan/Aehab Pasar DesalKios Dusun Drewe| 4 pakst BLIM Dasza, 2 bulan 157.728.000,00 | ODS "y KALR UMUM DAN PER;
Pedndusitian bk Dasa Mazyarskat
Pembentukan/FasiilasiPetatihanPendamp | Desa Bumirose 1 paka! Kelompok UEP, 1 bulan 1.900.00000 | DDS v HABI KESRA DAN PELA
ingan kelompok usaha ekonom| produktl Masyarakst
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BIDANGISUB BIDANGIJEN!S KEGIATAM LOKAS | j
LR 'R'u':! PERKIRAAMN SASARAN | WAKTU FPRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANS FOLA PELAKSANAAN I BNk
KD
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANF) PELAKSANAAN JUMLAH SWA | KERJA | pIHAK
UBUH) e (ruptar) | PP fyziora| sama [emga | PELARSANA KEGIATAN
4 P! 3 4 5 6 ? B 3 10 j 11 I 12 f 13 ]f
JUMLAH PER BIDANG 221.202,000,00 l‘ ]i 'J
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENGANA, DARURAT DAN MENDESAK
Eﬂ.b Hli:ng Penanpgulangan Fenanggulanzn Bancans Desa Bumirose 1 paket Masyaraiat 9 tahun 3235000000 | DOS v KAUR UMUM DAN PER
Sub Bldang Keadaan Darural Penanganan Kesdsan Darurat Desa Bumirose Tpakal | Masyarskal 1 tahun 1.000.000,00 | DDS < #ASIMESRA DAN PELA
Sub Bidang Keadaan Merdasak | Fensngenan Keadann Mardessk Desa Bumiroso 12bulan | Masyasakst 12 butan 1440000000 | DDS v %251 KESAA DAN PELS
JUMLAH PER BIDANG 47.750.000,00
JUMLAH TOTAL = 000,00
BUPSy

KEPALA DESA
BUMIRDS0

\‘.‘,/F
Nt
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